BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR |403/Kep.Bup/Dikbud /2025

TENTANG

PENUTUPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 58

Menimbang

Mengingat

TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

a. bahwa penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 58 Tanjung
Jabung Barat sudah tidak lagi menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran sehingga perlu dilakukan
penutupan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 58 Tanjung Jabung
Barat;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/ MI), Sekolah



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Sistem  Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menutup Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan data
sebagai berikut :

Nama Sekolah :SMP Negeri 58 Tanjung Jabung
Barat

NPSN : 10505127

Tahun Pendirian r 2016

Alamat :Jalan Parit 9 Ujung RT.02, Dusun

Teladan Desa Jati Emas Kecamatan

Bram Itam
Untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
penataan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai formasi dan
diusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
Penyerahan aset milik Negara/Daerah dan dokumen
lainnya yang dikelola satuan pendidikan kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat guna pengelolaannya lebih lanjut.
Menyusun pertanggungjawaban keuangan sekolah atas
semua penerimaan dan pengeluaran dana yang tercatat
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 22 pesembe, 2025

BUPATI TANJUNG:JABUNG BARAT,




